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DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAhI RIAU,

bahwa dengan diberrakukannya undang - undang ilroms 22
Tahun lggg tentang pemerinhhan Daerah dan Kep'usan
Menteri Daram Negeri Nomor o4 Tahun lggg tentang petrorsr
umum Pengatunan Mengenai Desa, maka perlu diatur bntang
Kedudukan Keuangan Kepara Desa dan perangkatDesa 

;

bahwa sehubungan huruf a tersebrs di atas, perru critetapkan
dalam suafu perafuran Daerah

undang'undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembenfukan
Daerah otonomi Kabupaten daram Lingkungan Daerah propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

:a.

tlengingat : 1.

2. undang-undang Nomor 61 Tahun 1g5g tentang penetapan
undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1gs7 tentang
Pembenturtan Daerah swatantra Tingkat r sumaEra Barat, Jambi
dan Riau sebagai undang-undang (Lembaran Negara Tahun
1958 Nomor 112);

undang-undang Nomor 22 Tahun lggg tentang pemerintahan
Daerah (Lernbaran Negara Tahun lsg Nomor : 6o rambahan
Lembaran Negara Nomor 3g3g);

undang-undang Nomor 2g Tahun lggg tentang penyerenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Korusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Tahun lggg Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3g5l);

3.

4.
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Per*rran Pemerlntah Nomor 2s rahun 2m tentang
Kevronangan Pemerintah dan Kenrenangan propinsi sebagai
Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 20oo Nomor s4,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun lggg tentang Teknis
Penyusunan Perafuran Perundang-undangan, Benfuk Rancangan
undang-undang, Rancangan perafuran pemerintah dan

Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun lggg
Nomor 70).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKIT.AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPUI.AUAN RIAU

MEMUTUSKAN:

Menehpkan : PEMTURAN DAERAH KABUPATEN KEpuLAuAN RIAU
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAhI KEPALA DESA DAil
PERANGKAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Fasal I

Dalam Peraturan daerah iniyang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah lGbupaten Kepulauan Riau ;

2. Bupatiadalah Kepala Daerah lGbupaten Kepulauan RiEu;

3. Pemerintah Daerah adarah pemsrintah Kabupaten Keputauan Riau;
4. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan

oleh Pemerintah Desa dan Badan perwakilan Desa.

5. Kepala Desa adalah Pimpinan dari pemerintah Desa :

6.

6. Peranokat.....



6. Per"angfid Desa adahh un:ilr silaf, yaifu umilr pehyarnn seperli

Selcetaris Desa dan atau T# Usaha; unsur pelalsana, )raihJ unsur
pelaksana teknis lapangan seperti urusan pamong Tani Desa dan

urusan Keamanan; unsur witayah, yafu unsur pembantu Kepala Desa

di wilayah bagian Desa seperti Kepala Dusun; yang Jumlah ctan

sebutannya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat
setempat;

7. Badan Perwakilan Desa yang selaniutnya disEbut BpD adalah Badan
Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di
Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan

. Desa, menampung dan menyalurlen aspirasi masyararnt serta
melakukan pengau,asan terhadap penyelenggaraan pemerintahan
Desa;

8. Peraturan Desa adarah semua ketentuan peraturan-perafuran yang
t'elah ditetapkan oreh Kepara Desa seterah mendapat persetujuan
Badan perwakiran Desa dan mengikat kepada seruruh warga
masyarakEfD€E;

9. PenghaiiEriiehp adalah jumtah penerigrasn -dan pengf.qsitan yqng
sah dan diberikan secara terafur setiap bulan;

l''Anggaran pendapatan dan Beranja Desa lrang seranjutnya disebutAPB Desa adarah r.ncana operasionar hhunan dari program
Pemerintah dan pembangunan Desa yang dijabarkan danditerj,ernahlen dalam ang*a _ angka rupiah , yang mengandung

[:Tr" 
rarget pendapahn dan perkiraan batss rertinggi beranja

1l'Pegawai Negeri sipir adarah mereka yang terah mernenuhi syaratsyarat yang berlaku diangkat oleh peiabat yang berwenang dandiserahi tugas Negara yang ditetapkan berdasarkan perafuranPerundang - undangan dan digaji menurut peraturan perundang _undangan yang berlaku;

BAB II

KEDUDUKAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2 ...--



?
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pasal Z

Kepala Desa dan peranglot Desa adarah peiabat pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang , tugas dan kewajiban unftrk menyerenggarakan
urusan rumah tangganya sendiri dan melaksanakan tugas pemerintahan 

,
pembangunan dan kemaslarakatan diDesa .

pasal 3

Pegawai Negeri sipit / polRl dan TNI yang dipilih menjadi Kepata Desa
atau Peranglot Desa yang diangrcat, mengenai kedudurran
kepegawaiannya disesuaikan dengan peraturan perundang - undangan
yang berlaku .

BAB III

KEDUDUKAN KEUANGAN

pasal 4

(li.Kepala Desa dan perangkat Desa diberikan penghasiran tetap setiap
bulan lrang besarnya ditetapkan di daram perafuran ApB Desa seterah
mendapat prsetujuan dari Badan perwakilan Desa dan penghasilan
lainnya yang sah menurut perafuran perundang - undangan yang
berlaku dan disesuaikan dengan remampuan ApB Desa ;

(2). Pegawai Negeri / Kepolisian atau TNI yang dipilih menjadi Kepara
Desa atau diangkat menjadi perangkat Desa menerima penghasiran
tEtap setfap bulan yang besamya dibtapkan dalam peraturan Desa .

pasal S

(1).Apabira Kepara Desa atau perangkat Desa mengarami kcErakaan
sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintah Desa
sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan
kewajibannya atau cacat seumur hidup. dapat diberhentikan dan
kepadanya diberikan santunan )rang akan diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Desa;



(2). Apat ih Kepala D€sa dau PerangH Desa meninggal dunia semraldu

menialankan tugas sebagi p"jabat pemerintah Desa, rnaka yang

ber=nglartan diberikan santunan kematian;

(3).Santunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini , diberikan

kepada yang berhak oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Dsa;

Pasal 6

Penghasilan tehp setiap bulan sebagaimana dimaksud pada Pasal (4)

Peraturan Daerah ini, dapat diberikan kepada Staf Perangkat Desa yang

jumlahnya disesuaikan dengan kematnpuan APB Desa;

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang mengatur

tentang kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan

ketenfi.ran ketentuan lain yang mengafur hal yang sama dan

bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pasal I

Hal-hal lain yang belum cukup diatur

sepanjang mengenai teknis pelaksanaan

Bupati.

dalam Peraturan Daerah ini

akan diatur lebih lanjut oleh

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.



4J sf'F qzrg dapd mengpiattuinya memedrtatd€n perEundar€an

k-rrr Ehrah hi tlengan nrenenrpafl<annlra ehm Lembaran Daerah
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Ditetapkan di Tanjungpinang

pada tanggal 22Mei2ffi2

d Taniungpinang
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D,iERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2OO2 NOMOR 15

TMR5

SETDi


